| BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

'PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

:- a. . bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban
_pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan deéngan Peraturan Daerah;

b. bahwa  berdasarkan = pertimbangan sebagajmana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik o
Indonesia Tahun 1945; .

2. Undang-Undang Nomor 1_4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
.Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang:
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan




10.

11.

12.

13.

Undang—Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); ‘

Undang-Undang Nomor 28 -Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih' dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

' Repubhk Indonesm Nomor 4286);

Undang-Undang ~Nomor 1 Tahun 2004 tentang -
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor . 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); '

Undang-Undang Nomor ‘33 Tahun 2004 tentang

‘Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan -
- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara -
Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak -
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5494);

Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran’ Ncgara Republik Indonesia -
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik .
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan. Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); -

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tenténg .
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
' Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan . Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
Nomor 5340);

Peraturan Pem‘erintah Ndrnor 55 Tahun 2005 -tcntang_
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

_Republlk Indones1a Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaxmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah -
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 .Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangari Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



21.

22.
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Nornor 46 14);

Peraturan Pemenntah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dderah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); : .

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) _

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik - (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
5351); '

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi DBaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncs1a
Nomor S5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

-Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lemibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272); -

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia - Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun



" '20,14' tentang Desa (Lembaran‘ Negara Republik Indonesia

30.

31.

32.

33.

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun =

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm |

- Nomor 5717);

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan = Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 {fentang Pedoman .
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik -
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 ’Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita -
‘Negara Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 54 1) )

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

. Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425};
34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, Dan Laporan = Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tehun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2014 .tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, -
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partal Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun




2017 Nomor 198),

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
_ tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor

547);

36. - Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penyusunan = Dokumen
Perencanaan Pembangunan . dan  Pelaksanaan
Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah: Kabupaten
Purwakarta Tahun 2005 Nomor 4); '

 37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
Nomor 1), :

40. ,Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahunm?016 -
Nomor 10Q); .

41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun
2017 ' tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang
-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta -
Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

dan |
- BUPAT! PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017



‘ Pasal 1
(1) Pertanggun'awaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat : _
a. Laporan Realisasi Anggaran,
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
€. Neraca;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Kéuangan.
(2) Laporan keliangan sebagaimana dimaksud psida ayat (1)

dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
m111k daerah/ perusa.haan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggarén sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebageu berikut :

a. Pendapatan . : Rp. 2.151.598. 579 948,00

b. Belanja dan Transfer : Rp. 2.023.895.829.777,00

Surplus' :Rp. 127.702.750.171,00

c. Peinbiayaan F _ A

1. Penerimaan | . :Rp. 16.745.324.776,00

2. Pengeluaran -~ :Rp, 128.236.501.019,00

Defisit : Rp. (111.491.,276.243,00)
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud -
dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumiah
(Rp.424.022.385.476,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan : Rp. 2.575.620.965.424,00
setelah perubahan
2. Realisasi - : Rp. 2.151.598.579.948,00

Selisih kurang  :Rp. (424.022.385.476,00)



b. Sehs1h anggaran dengan realisasi belanja dan transfer
sejumlah (Rp.429.895.460.423,00) dengan rincian sebagai

berikut :

1. Anggaran belan_]a dan Rp. 2.453.791.290.200,00
transfer setelah perubahan

2. Realisasi 3 : Rp. 2. 023 895 829 777,00
Selisih kurang : Rp. (429.895.460.423,00)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah
Rp.5.873.074.947,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/Defisit setelah  : Rp. 121.829.675.224,00

perubahan :
2. Realisasi :Rp. 127.702.750.171,00
Selisih lebih . : Rp. 5.873.074.947,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan : Rp. 16,745.324.776,00
pembiayaan setelah : -
perubahan . |

2. Realisasi ~ :Rp.__ 16.745.224.776,00
Selisih : Rp. - 100.000,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemblayaan
sejumlah (Rp.10.338. 498 981,00) dengan rincian- sebagai
berikut :

1. Anggaran pengeiuaran : Rp. 138.575.000.000,00
pembiayaan setelah . :

- perubahan ‘
2. Realisasi - :Rp. 128.236.501.019,00
Selisih kurang :Rp.  (10.338.498.981,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto

sejumlah (Rp.10.338.498.981,00) dengan rincian sebagai -

berikut : _ _

1. Anggaran pembiayaan  :Rp. (121.829.675.224,00)
netto setelah perubahan .

2. Realisasi ' Rp. __(111.491.276.243,00)
Selisih lebih :Rp.  (10.338.498.981,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember

Tahun 2017 sebagai l?cnkut



-

a. Saldo Anggaran Lebih Awal - : Rp.  16.745.224.776,00

b. Penggunaan SAL sebagai  : Rp. 16.745.224.776,00
Penerimaan Pembiayaan ‘ B

c. Sisa Lebih/Kurang :Rp. . . 16.211.473.928,00
Pembiayaan Anggaran. - ,

 (SILPA 2017) o o

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir : Rp. 16.211.473.928,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember Tahun 2017 sebagai
berikut :

a. Jumlah Pendapatan : Rp. 2.193.190.953.931,00

b. Jumlah Beban ~ :Rp. 1.896.712.479.854,00

¢. Surplus/Defisit dari : Rp. 296.478.474.077,00
Operasi :

d. Surplus/Defisit dart : Rp. 7 0,00
kegiatan non operasional ' '

e. Beban Luar Biasa : Rp. (72.456.300,00)

f. Surplus/Defisit LO : Rp. 296.406.017.777,00

Pasal 6

' Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2017 sebagai
berikut '

a. Ekuitas Awal : Rp. 2.178.447.188.858,59
b. Surplus/Defisit LO :Rp.  296.406.017.777,00
c. Dampak Kumulatif |
Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar
1. Koreksi Nilai Persediaan : Rp. ~ {20.400.000,00)
2. Selisih Revaluasi Aset : Rp. 0,00
Tetap | _
3. Lain-lain 7 : Rp. (57.185.195.436,59)
d. Ekuitas Akhir :Rp. 2.417.647.611.199,00
| Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset :Rp. 2.592.329.478.411,00




b. Jumlah Kewajiban : Rp.' 174.681.867.212,00

c. Jumlah Ekuitas dana : Rp. 2.417.647.611.199,00
| Pasal 8 '

Laporan arus kas sebagaumana dunaksud da.lam Pasal 1 ayat
(1) huruf f per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per :Rp. ~  16.763.568.885,00
1 Januari Tahun 2017 o -

b.Arus kas bersihdari -~ - :Rp. 544.261.355.831,00
aktivitas operasi | ‘

c. Arus kas bersih dari :Rp.  (416.558.605.660,00)
aktivitas investasi .

d. Arus kas bersih dari :Rp.  (128.236.501.019,00)
aktivitas pendanaan _ _

e. Arus kas bersih dari : Rp. 19.320.436,00
aktivitas transitoris

f. Saldo kas akhir per : Rp. 16.249.138,473,00

31 Desember Tahun 2017
Pasal 9

Catatan  atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat -
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-
pos laporan keuangan.

.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana
-dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1}, tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran .1 . : Ringkasan _laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan. daerah
dan organisasi,

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan; )

Lampiran 1.3  : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daecrah, organisasi, program dan

- kegiatan; ,

Lampiran 1.4  : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan . dan
keterpaduan urusan pemerintahan



daerah dan fungsi
pengelolaan keuangan negara;

; Laporan perubahan saldo anggaran
. lebih;

: Laporan Operasxonal
: Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran 1

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII 7

Lampiran IX

Lampiran X

- Lampiran XI

(2)

| Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX -

dalam | kerangké.

: Neraca, 7

: Laporan arus kés;, o

: Catatan atas laporan keuangan;

: Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i Daftar rekapitulasi peny131han piutang

tidak tertagih;

: Daftar rekapitulasi dana bcrguhr dan
penyisihan dana bergulir;

: Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah; :

: Daftar rekapitulasi realisasi -

" penambahan ~ dan pengurangan aset -

tetap daerah;

: Daftar rekapxtulasi aset tetap;
: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;

: Daftar rekapitulasi aset lainnya; *

: Daftar dana cadangan;

: Daftar kewajiban jangka pendek;

: Daftar kewajiban jangka panjang;

: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun

- anggaran berikutnya;
: Ikhtisar

laporan keuangan BUMD/ -
Perusahaan Daerah.

Ikhtisar iaporan keuangan badan usaha milik daerah/
perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

ayat (2) tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,




- Pasallfz'

Peraturan Daerah ‘ini - mulal berla.ku pada tangga.l
diundangkan. :

Agar setiap orang mengeta.humya, 7 memenntahkan S
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya :

dalam Lembaran Daera.h Kabupaten Purwakarta

D1tetapka.n di- Purwakarba |
- pada tanggal 10 September 2018

Dlundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 September 2018
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